PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMCR 2 TAHUN 1960 (2/1960)
TENTANG
PERGUDANGAN

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang

a. bahwa dal am rangka ekonom terpinpin dan dal am nel aksanakan
pasal pertama dari Program Kabi net Kerja untuk mnenperl engkapi
sandang- pangan rakyat dal am waktu yang sesingkat - singkatnya
di anggap perlu nengadakan peraturan tentang pendaftaran dan
pengawasan pekerjaan pergudangan dengan maksud untuk dapat
nmengawasi secara lebih efisien persediaan barang-barang
kebut uhan rakyat dan dapat |ebi h nmenjam n | ancarnya penyal uran
bar ang- barang tersebut;

b. bahwa karena keadaan yang nendesak dipandang perlu nenetapkan
peraturan tersebut diatas sebagai Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus

1959;

3. Pasal pertama Program Kabinet Kerja untuk nenperlengkapi
sandang- pangan r akyat dal am waktu yang sesi ngkat - si ngkat nya;

4. "Prijsbenheersing-ordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 295);

5. Undang- undang Peni nbunan Bar ang-barang 1951 (Lenbaran- Negara
tahun 1953 No. 4);

6. Undang- undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lenbaran-Negara tahun

1955 No. 27) sejak ditanbah dan diubah tentang Pengusutan
Penunt ut an dan Peradil an Ti ndak Pi dana Ekonom ;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 12 Januari 1960,

Menut uskan :
Menet apkan

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang Pergudangan.
Pasal 1.

Dal am Peraturan ini yang di maksudkan dengan :
a. "gudang”, ialah segala ruangan tidak bergerak, yang dapat

ditutup dan tidak dikunjungi ol eh unmum serta nenenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan Menteri (Miuda) Perdagangan dan yang



di perunt ukkan atau di pakai sebagai tenpat penyinpanan barang-
bar ang per usahaan;

b. "penguasa gudang”, ialah setiap orang yang nenpunyai gudang
atau, jika hak nenpergunakan gudang itu diserahkan kepada
orang | ain, sepenerinma hak itu;

C. "bar ang- bar ang perusahaan", i al ah barang-barang ber gerak, yang
ti dak di peruntukkan perakai an pem |iknya sendiri.

Pasal 2.

Untuk mencegah peninbunan barang- bar ang, maka senua barang
per usahaan di dal am gudang ber ada dal am pengawasan Peneri nt ah.

Pasal 3.
Penguasa gudang di waj i bkan :

a. nendaf tar kan gudangnya nenurut peraturan yang ditetapkan ol eh
Menteri (Muda) Perdagangan;

b. mengadakan adm ni strasi yang rapih dari keluar-nmasuknya barang-
bar ang di gudangnya, dal am adm ni strasi nmana dapat dilihat asal
dan harga penbelian serta tujuan dan harga penjual an barang-
barang, agar dapat. nudah diikuti jalannya peredaran barang-
bar ang tersebut;

c. menberi segal a keterangan nengenai persedi aan dan nutasi barang-
bar ang perusahaan yang di mnta ol eh Menteri (Mida) Perdagangan
dan/ atau instansi-instansi Penerintah yang berwenang dal am hal
ini.

Pasal 4.

(1) Si apapun dilarang nenyi npan barang-barang perusahaan didal am
suatu gudang yang tidak didaftarkan dengan cara yang di maksud
pada pasal 1 huruf a;

(2) Apabil a terjadi pel anggaran terhadap hal yang tersebut pada ayat

(1) pasal ini, barang-barang yang bersangkutan disita dan
sel anj ut nya di perl akukan nmenurut peraturan yang ber| aku.
Pasal 5.

Menteri (Muda) Perdagangan nengatur |ebih |anjut pelaksanaan dari
pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dan nengadakan
per at ur an- per at uran khusus nengenai hal - hal yang di anggap perl u.

Pasal 6
Unt uk menbi ayai pel aksanaan dari pada Peraturan ini, penguasa
gudang yang bersangkutan diwajibkan nenbayar sejuml ah uang biaya
admnistrasi tiap tahun yang bersarnya dan cara penbayarannya
di t et apkan ol eh Menteri (Mida) Perdagangan.

Pasal 7.

Pel anggar an terhadap ketentuan-ket entuan dal am pasal -pasal 3, 4 dan



6 Peraturan ini adalah kejahatan dan nerupakan tindak pidana
ekonom .
Pasal 8.

Peraturan Penerintah  Pengganti Undang-undang ini di namakan
"Peraturan Pergudangan 1960", vyang nulai berlaku pada hari
di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A.

ttd.
SCEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDIQO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMCR 2 TAHUN 1960
TENTANG
PERGUDANGAN.

UMUM

Sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17
Agustus 1959, nmka dalam rangka ekonom terpinpin sekarang ini
Penmerintah harus dapat nenguasai, setidak-tidaknya nengawasi
aparat - aparat di stri busi .

Hal ini sangat penting dan perlu sekali agar dapat dil aksanakan
sebai k- sebai knya pasal pertama Program Kabi net Kerja untuk
nmenper | engkapi sandang- pangan r akyat dal am wakt u yang
sesi ngkat - si ngkat nya.

Unt uk dapat nenghil angkan tindakan-tindakan yang nengacau j al annya
per edar an barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan rakyat,
terutama yang ternmasuk sandang- pangan, dan dapat di cegah
ti ndakan-ti ndakan spekul asi dengan neni nbun bar ang- barang kebut uhan
rakyat tersebut diatas, maka perlu sekali Penerintah dapat



nengawasi gudang- gudang yang di per gunakan unt uk nmenyi npan
bar ang- barang tadi, khusus barang-barang perusahaan dan setiap
waktu dapat diikuti jalannya peredaran barang. Dal am Peraturan i ni
di atur pendaftaran dari senua gudang yang nenenuhi syarat-syar at
yang berada dal am wi | ayah Republik | ndonesia dengan ukuran m ni mum
enam neter persegi. Pendaftaran dipakai sebagai salah satu cara
untuk nengawasi dan nengi kuti jalannya peredaran barang-barang
kebut uhan r akyat .

Dal am hubungan ini perlu kiranya diketahui, bahwa berdasarkan
Bedrijf reglenenterings-Odonnantie 1934 oleh Penerintah telah
di kel uarkan Peraturan Penerintah No. 61 tahun 1954 tentang
Per usahaan Miatan Kapal Laut, yang nengatur pula pergudangan yang
di kuasai ol en perusahaan- perusahaan pergudangan dal am |ingkungan
pel abuhan. Khusus nengenai persoal an ini sudah barang tentu Menteri
(Muda) Perdagangan akan nenganbil suatu kebijaksanaan yang akan
di t et apkan dal am per at uran khusus nanti .

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Gudang yang harus didaftarkan itu, sesuai dengan pendirian dan
maksud tersebut diatas, adalah ruangan yang nenmang dipergunakan
untuk  nenyi npan barang-barang perusahaan, dan yang tidak
di perunt ukkan penyi npanan barang-barang untuk keperluan sendiri,
sehingga sebuah ruangan dalam rumah yang sekalipun nenenuhi
syarat-syarat |ain sebagai gudang, tetapi hanya di pergunakan untuk
nmenyi npan bar ang- barang kebutuhan rumah tangga sendiri, bukan
bar ang perusahaan, bukanl ah gudang dan tidak perlu didaftarkan.

Pasal 2.

Segal a tindakan neni mbun untuk nendapat keuntungan berl ebi h-1 ebi han
yang nengacaukan peredaran barang harus dicegah, sehingga perlu
adanya ketentuan, bahwa senua barang perusahaan dal am gudang itu
di awasi Peneri nt ah.

Pasal 3.

Yang penting dal am Peraturan pendaftaran gudang ini ialah
kewaj i ban dari penguasa gudang unt uk nengadakan suatu

adm ni strasi, dalam nmana dapat di periksa asal nya barang itu dan
kemana barang itu dijual, juga harganya, sehingga kecuali dapat

di kontrol apakah keuntungan yang didapat itu tidak

ber| ebi h-1ebi han juga dapat sungguh-sungguh diikuti jal annya

per edaran. Untuk peneri ksaan "on the spot" hal ini sangat berguna
bagi para petugas yang nmengusut tindak pidana ekonom dan nereka
yang bertugas nengawasi penetapan harga Penmerintah serta
mengawasi | al annya di stribusi barang-barang kebutuhan rakyat, pun
bagi Penerintah, apabila nmenbutuhkan ket erangan berapakah

per sedi aan perl engkapan barang-barang kebut uhan rakyat pada suatu
wakt u.



Pasal 4.

Dal am pasal ini ditetapkan, bahwa tidak nendaftar gudang
menpunyai aki bat juga terhadap barang-barang perusahaan yang
di si npan di dal aimmya, yakni barang-barang itu disita dan
dper | akukan menurut Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955.

Pasal 5.

Ket entuan ini nenberi kesenpatan kepada Menteri (Mida)

Per dagangan nengadakan suatu kebi j aksanaan di nmana perl u terhadap
hal - hal yang | angsung hubungannya dengan ket ent uan- ket ent uan

dal am Per at ur an i ni

Pasal 6.

Unt uk nengadakan pendaftaran dan adm ni strasi pergudangan yang
unt uk sel uruh Indonesia sudah terang ribuan banyaknya, sudah
barang tentu akan nenanbah pekerjaan bagi Penerintah yang tidak
sedi kit. QGuna nmenbi ayai pekerjaan ini perlu tersedia uang yang
di dapat dari uang pendaftaran.

Pasal 7.
Cukup j el as.

Pasal 8.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1960/ 14; TLN NO. 1934



